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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Umumnya di dalam kehidupan sosial masyarakat senantiasa akan melakukan interaksi satu sama lain dalam berbagai bentuk. Hubungan antara individu-individu yang merupakan subjek hukum maupun antara badan hukum seringkali merupakan suatu hubungan hukum yang tentu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepntingan tertentu dari anggota masyarakat.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. R. Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
 

Setiap orang yang hidup di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan secara sendiri tanpa orang lain. Setiap orang mempunyai hubungan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hubungan yang dilakukan memiliki akibat hukum yaitu  menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian utang-piutang dan  menurut  Hartono Soerjopratiknjo menyebutkan bahwa :

Hutang piutang atau pinjam uang harus dikembalikan sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika saat pelunasan terjadi perubahan nilai mata uang maka pengembalian jumlah yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam mata uang yang berlaku waktu pelunasa, dihitung menurut harga (nilai) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdata). Untuk menetapkan jumlah yang berhutang, orang harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Praktiknya dalam perjanjian hutang-piutang terdapat dua pihak yang berperan penting yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi atau yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang terhutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang berhutang. 

Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa memberikan sesuatu adalah prestasi dalam bentuk menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Prestasi berupa berbuat sesuatu adalah prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, dan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu adalah prestasi dimana debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

Para pihak yang mengadakan perjanjian hutang piutang terikat terhadap perjanjian yang telah dibuat sesuai dengan azas pasca sunt servanda yaitu “janji mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya”
 Meskipun demikian masih banyak terdapat para pihak yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut karena ada unsur salah padanya. Perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan wanprestasi yaitu “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu atau pelaksanaan yang tidak selayaknya”.
 

Wanprestasi dalam perjanjian, membawa akibat hukum bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata yaitu:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Prakteknya tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan :

"Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya"

Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan :

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Perjanjian utang piutang antara anggota anggota polisi dan pihak sipil adalah perjanjian keperdataan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang mengutamakan asas pacta sunt servanda (kesepakatan mengikat). Perjanjian ini sah jika memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika terjadi wanprestasi, masalahnya tetap di ranah perdata, kecuali ada unsur penipuan atau penggelapan yang memenuhi kriteria pidana sesuai Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP. 

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam, sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Antara Anggota Polri Dan Pihak Sipil Dalam Perspektif Hukum Perdata"

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana keabsahan perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil?
3. Bagaimana penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian hutang piutang antara anggota Polri dan pihak sipil.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil. 

3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum jika terjadi sengketa dalam perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dalam perspektif hukum perdata.

2. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang perjanjian hutang piutang antara anggota polri dan pihak sipil dalam perspektif hukum perdata.
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